
GUBERNUR NUSA TENGG― T― R

PERATU― DAE― PROVINSI NVSA TENGGARA TIMUR
ⅡOMOR 7 TAHUN 2018
TENTNG

― RIBUSI PDRPJJANGAN IZII MEMPEOR」
AKAN

TENAGA KERJ▲ ASI■G

DENGAN RAHMAT TUHAN YttG― ESA

GUBEuUR]口 SA TENGGARA TIMUR,

Menittnbang : bahwa untuk melakSanakan ketentuan Pasa1 15 ayat(2)

Peraturan Peme五ntah Nomor 97 Tahun 2012 tentang

RetHbusi  Pengendallan  Lalu  untas  dan  Retnbusi

PerpanJangan lzin Mempekettakan Tenaga Ke13a Asing,

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retibusi

PerpanJangan lzin Mempekeriakan Tenaga KerJa Asing;

Mengingat  : 1.  Pasa1 18 ayat (6) Undang― Undang Dasar Negara

Republik lndonesia Tahun 1945;

2.  Undang‐ Undang Nomor 64  Tahun  1958  tentang

Pembentukan Daerah― daerah ■ngkat I Bali, Nusa

Tenggara   Barat  dan   Nusa Tenggara  Timur

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1958

Nomor l15, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

lndoneda Nomor 1649);

3.  Undang― Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik

lndonesia  Tahun  2014 Nomor  244,  Tambahan

Lmbaran Negara Republik lndoneSa Nomor 5587)

sebagaiinana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang‐Undang Nomor 9 Tahun   2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang― Undang Nomor

23  Tahun  2014  tentang  PemeHntahan  Daerah

(lκmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan binbaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5679);
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4 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang

Retribusi Pengendalian l,alu Lintas dan Retribusi

Perpanjangan Izin Mempekelakan Tenaga Kerja Asing

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 216, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5358);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan PersetuJuan Bersama
DEWAN PERWAELAN― YAT DAERAH
PROVINSI NUSA TEWGGARA TIコ肛UR

dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TInIUR

MEMUTUSKAN:

DADRAH   TENTANG   RETRIBUSI

IZIN MEMPEKERJAKAN TENACA

BAB I
XETENTUAN UMUM

Baglan Kesatu
Batasan Pengertian dan Deflnisl

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat

Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan

Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di

bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

5,

Menetapkan PERATURAN

PERPANJANGAN

KDRJA ASING.
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6 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi'

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau Badan'

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja

Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan

IMTA, adalah pembayaran atas pemberian Perpanjangan

IMTA oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada

pemberi kerja tenaga kerja asing.

Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh

Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi

keq'a tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA

adalah warga negara asing pemegang visa dengan

maksud bekerja di wilayah Indonesia

7.

8

9

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

menurut peraturan perundang-undangan retribusi

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,

termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu '

11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang

merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari

Pemerintah Daerah.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan

usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan' yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga

dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi

kolektif dan bentuk usaha tetap.
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13

14

15

Surat Ketetapan Re饉 busi Daerah yang selan」 utta

disingkat SKRD,adalah surat ketetapan Retnbusi yang

menentukan besamya junllah pokok Retnbusi yang

terutang.

Surat  Taglhan  Retibusi  Daerah  yang  seltuttutnya

disingkat STRD,adalah surat untuk melakukan tagihan

Reunbusi dan/atau Sanksi administradf berupa bunga

dan/atau denda.

Perソidikan Tindak Rdana di bidang Ret五 busi Daerah

adalah seranよdan ttdakan yang dilakukan olch

Penyklik untuk mencan serta mengumpuncri bukti yang

dengan buktiitu inembuat terang tindak pidana di bmang

Ret五busi Daerah yang tettadi Serta menemukan

tersarlgkanya

Baglan Kedua

Asas, TuJuan dan Ruaag Ltng*uP

Pasal 2

Retribusi Perpanj angan IMTA berasaskan:

a. keterpaduan;

b. persamaan hak;

c. demokra-si;

d. keadilan sosial;

e. kesetaraan dan keadilan gender;

f. anti diskriminasi; dan

g. anti Perdagangan manusia'

Pasal 3

Retribusi Perpanjangan IMTA bertujuan untuk:

a. mencegah dan menghindari TKA dari penipuan'

pemerasan, kesewenang-wenangan, perlakuan tidak

manusiawi dan bentuk perlakuan lainnya yerlg

mengancam keamanan dan keselamatan;

b. memberikan jaminan bagi Th? mendapatkan pekerjaan'

upah dan hak lainnYa; dan

c. memberikan jaminan terjadinya peningkatan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) dalam rangka melaksanakan otonomi

daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat'
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Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

a. nama, objek dan subjek retribusi;

b. golongan retribusi;

c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa;

d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan

besarnya tarif retribusi;

e. struktur dan besaran tarif retribusi;

f. wilayah pemungutan;

g. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, Erngsuran

dan penundaan PembaYaran;

h. masa retribusi dan saat retribusi terutang;

i. sanksiadministratif;
j. pengurangan, keringalan dan pembebasan retribusi;

k. tata cara penghapusan retribusi yang kedaluwarsa;

1. ketentuan penyidikan; dan

m. ketentuan pidana.

BA.B II
IIAItrA, O&ITK DAN SUBJEK RTTRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut

Retribusi atas pemberian perpanjangan IMTA untuk TKA yang

lokasi kerjanya lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

Pasal 6

(1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi pemberian

Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kery'a TI(A.

12\ Pemberi Kerja TI(A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara

asing, badan-badan intemasional, lembaga sosial,

lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga

pendidikan
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Pasal 7

(1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi

Kerja TI(A yang memperoleh Perpanjangan IMTA.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan Wajib Retribusi.

BAB III
GOI,ONGAI{ RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi

Perizinan Tertentu.

BAB TV

CARA MENGUKUR TINGKAT PEITGGUNAAIT JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah

penerbitan Perpanjangan IMTA dan jangka waktu.

BAB V

PRIITSIP YANG DIAITUT DALAU PINEtrAPAN STRUKTUR

DAN BESARITTYA TARIF REf,RIBUSI

Pasal 1O

(1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan

besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan

pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya

penyelenggaraan Pe rpanj angan IMTA.

(2) Biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen

izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum,

penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari

Perpanj angan IMTA.
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BAB VI

STRUKTT'R DAN BESARITYA TARIT RETRIBUSI

Pasal 1 1

(1) Struktur tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan

berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9.

(21 Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dollar US)/

orang/ bulan dan dibayar dimuka.

(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {21

dibayarkar dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang

berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib

Retribusi.

BAB VII

WILAYAH PEMUilGUTAN

Pasal 12

Retribusi Perpanjangan IMTA yang terutang dipungut di

wilayah Daerah sesuai kewenangannya.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,

ANGSURAIT DAN PEI{UITDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran

Pasal 13

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Retribusi dipungut oleh Bendaharawan Khusus Penerima

yang diangkat/ditunjuk oleh Gubernur.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur.
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Baglan Kedua

TemPat PembaYaran

Pasal 14

Pembayaran retribusi dilakukan di Kas daerah atau

tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD

atau dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka

waktu paling lama 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam'

Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang

ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil

penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.

Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi

sekaligus untuk 12 (dua belas) bulan.

Dalam hal tenaga kerja asing bekerja tidak sampai 12

(dua belas) bulan, kelebihan pembayaran tidak dapat

dikembalikan kepada Wajib Retribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran,

tempat pembayaran, penyetoran, dan penagihal Retribusi

diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketlga

Angsuran

Pasal 15

Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan

didahului dengan Surat Teguran/ peringatan/ surat lain

yang sejenis.

Penerbitan Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang

sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal

tindakan pela,ksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan

setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayararl'

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat

Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Wajib

Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yarrg sejenis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh

Pejabat yang ditunjuk.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata ca-ra penagihan dan

penerbitan Surat Teguran /Peringatan /Surat lain yang

sejenis diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2)

(3)

(4)

Ｅ
０

(2)

(3)

(4)
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Baglan Keempat

Penundaan Pembayaran

Pasal 16

(l) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan secara

tunai/ lunas,

(2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan setelah diterbitkannya SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran

retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB f,K

MASA R TRIBUSI DAIT SAAT RETRIBUSI TTRUTAITG

Pasal 17

(1) Masa Retribusi adalah dalam jangka waktu yang lamanya

1 (satu) tahun.

(2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya

SKRD.

BAB X
SANKSI ADMIITISTRATIF

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada

waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi

administratif berupa bunga sebesar 2%o (dua persen) setiap

bulan dari Retribusi yang terutang.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAII

PEMBEBASAN RSIRIBUSI

Pasal 19

(1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan,

dan pembebasan Retribusi.

(2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib

Retribusi.
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(3)

(4)

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi'

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi

diatur dengan Peraturan Gubernur'

BAB XII

TATA CARA PEITGIIAPUSAN RTf,RIBUSI

YANG KEDALT'WARSA

Pasal 2O

Wewenang untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun

terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika

Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang

Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi'

baik langsung maupun tidak langsung'

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan

dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut'

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi

dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai

utang Retribusi dan belum melunasinya kepada

Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat

diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh

Wajib Retribusi.

(2)

(3)
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(2)

(3)

Pasal 21

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena

hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa

dapat dihapuskan.

Gubemur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang

Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan

piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam

Peraturan Gubernur.

BAB XIII
PEITrIDIIIAN

Paso'l22

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum

Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak

pidana di bidalg Retribusi Daerah eger keterangan atau

laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan

mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran

perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak

pidana Retribusi Daerah;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi

atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di

bidang Retribusi Daerah ;

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
-11 -
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e

ｒ
■

g

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan

bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang

Retribusi Daerah;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang

dibawah;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak

pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut

Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XTV

XETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya

sehingga merugikan keuangal Daerah diancam pidana

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda

paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang

tidak atau kurang dibayar.

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas

Negara.

(4)

(2)

(3)
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BAB Ir17

KEf,ENTUAN PEI{UTI'P

Pazal24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tangga1 16」 uli 2018

′ GUBERNURNUSATENGGARttTIMUR,レ

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 16 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH

@ enovrxsr NUSA TENccARA TTMUR, ,l,

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2018 NOMOR 007

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR:(6-143/2018)
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PEruELASAN

ATAS

PERATI'RAN DAERAH PROVIilSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PERPAIIJANGAN IZIil MEMPEKERJAXAIT

TENAGA KER.IA ASING

UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi

daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan

dalam Undang-Undang. Penambahan jenis retribusi daerah tersebut

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2Ol2 tentang Retribusi

Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan lzin

Mempeke{akan Tenaga Ke{a Asing (IMTA) , Retribusi Perpanjangan IMTA

ditetapkan sebagai jenis Retribusi Daerah yang baru.

Penetapan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagai Retribusi Daerah

memberikan peluang kepada Daerah untuk menambah sumber

pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung

jawab Pemerintah Daerah.

Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan pembayaran atas

pemberian perpanjangan IMTA oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk

kepada Pemberi Keda Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari

Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat

yang ditunjuk.

Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA relatif tidak menambah

beban bagr masyarakat, mengingat Retribusi Perpanjangan IMTA

sebelumnya merupakan pungutan Pemerintah Pusat berupa Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) yang kemudian menjadi Retribusi Daerah.

Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat

penggunaan jasa dan tidak melebihi tarif PNBP Perpanjangan IMTA yang

berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan.

Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan

untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan

tenaga ke4'a lokal yang alokasinya ditetapkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.
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Retribusi Perpanjangan IMTA menjadi Retribusi Daerah seharusnya

mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013, mengingat ketentuan

Retribusi Perpanjangan IMTA dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97

Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerl'a Asing mulai berlaku

pada tanggal 1 Januari 2013.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekel'akan Tenaga Ke{a

Asing.

II. PASAL DEMI PASAJ.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup je1as.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup je1as.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan uJabatan tertentu di lembaga

pendidikan' dalam ketentuan ini berpedoman pada Peraturan

Menteri yang bertanggungiawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan uPemberi Kerja Tenaga Kerja Asing"

adalah badan hukum atau badan lainnya yang

mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah

atau imbalan dalam bentuk lain.

Ayat(21

Cukup jelas.
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Pasa1 8

Yang diinaksud dengan “Retribusi PcMnan Tertentu" adalah

keglatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pembe五
alll izin

kepada orang pttbadi atau Badan yang dimakSudkan untuk

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengaWasan atas

kegiatan,pemanfaatan ruang,Serta penggunaan Sumber dtta alam,

barang,prasarana,sarana atau fasilitas tertentu guna melindungI

kepentingan umum dan mcttaga kelestaian lingkungan

Pasa1 9

Cukup jelas.

Pasa1 10

Cukup jelas.

Pasal ll

Cukupjelas.

Pasa1 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasa1 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukupjelas

Pasa1 20

Cukupjelas.

Pasa1 21

Cukup jelas.

Pasa1 22

～

at(1)

Cukup jelas.

AJ7at(2)

Cukup Jelas.
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Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

CukuP jelas.

Huruf c

CukuP jelas.

Huruf d

CukuP jelas.

Huruf e

CukuP jelas.

Huruf f
CukuP jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengal "Pemeriksaan" addah

serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara

objektif dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan Rekibusi

Daerah.

Huruf h

CukuP jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j
CukuP jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

AYat (a)

CukuP jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 0095
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